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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sistem Akuntansi mengalami perubahan dan perkembangan seiring 

dengan sistem ekonomi modern dan juga dilandasi oleh meningkatnya 

tuntutan masyarakat akan keterandalan dan transparansi laporan keuangan 

dimana pemerintah saat ini dituntut agar dapat memperbaiki kualitas 

kinerjadalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Pemerintah daerah wajib 

melakukan publikasi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan oleh pemimpin, dimana informasi dari laporan 

keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi 

tersebut. 

Sistem informasi memegang peran penting di dalam meningkatkan 

kualitas kerja oleh karena itu sistem informasi yang baik akan memberikan 

laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Anggun Nugroho (2015 : 974) 

mendefenisikan : “Sistem Informasi adalah kumpulan elemen-elemen atau 

sub sistem yang disatukan yang saling berkaitan atau berhubungan untuk 

mengelola data sehingga menjadi berarti bagi penerima dan bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan di saat ini atau di masa yang akan datang”. 

Berdasarkan definisi tersebutdiketahui bahwa sebuah sistem informasi yang 

baik sangat memegang peran penting dalam membantu kinerja sebuah 

instansi. 
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Pada zaman modern saat ini,pemerintah daerah harus memiliki sebuah 

sistem informasi yang dapat mempermudah dan memaksimalkan kerja 

pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Jika sebuah sistem 

informasi keuangan pemerintah daerah melemah maka  pengendalian intern 

lemah dan akan menghasilkan sebuah  laporan keuangan.yang kurang andal 

dan kurang.relevan untuk dijadikan alat pengambilan keputusan, hal ini 

menjadi suatu kewajiban.bagi pemerintah dalam menyajikan.laporan 

keuangan yang baik. 

Sistem informasi.akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang 

mengelola laporan keuangan.daerah. Hasil  pengelolaan tersebut dapat 

digunakan pemerintah daerah.sebagai pertimbangan pengambilan.keputusan 

pemerintah daerah dalam perencenaan,pelaksanaan dan pemenuhan tugas 

pemerintah daerah. Peraturan pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010; akuntansi 

yang berbasis akrual dan mempunyai.landasan hukum, yang berarti bahwa 

pemerintahan memiliki kewajiban.untuk segera menerapkan SAP berbasis 

akrual dan dilaksanakan.selambatnya pada tahun 2005 lalu. Hal ini sesuai 

pasal 32.UU no 17 tahun 2003 yang mengatakan bahwa APBN/APBD harus 

disusun dan.disajikan sesuai SAP. Menurut Krismiaji (2015:4), pengertian 

Sistem.informasi akuntansi adalah: “sebuah sistem yang.memproses data dan 

transaksi yang digunakan guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan suatu perangkat 

daerah yang berfungsi sebagai pusat.pertanggungjawaban pembangunan 

daerah dengan dipimpin oleh.kepala satuan kerja. Berdasarkan fungsi dan 
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kewajiban tiap perangkat daerah tersebut maka dana dan anggaran yang 

dibutuhkan akan dilaporkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan 

harus dijalankan dengan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah. Hal tersebut menuntut adanya keharusan akan penyediaan pelaporan 

keuangan daerah yang berkualitas sebagai acuan pengambilan keputusan. 

Berdasarkan latar.belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitina dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.Pada SKPD Kabupaten Maluku 

Tenggara”. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana.menganalisis sistem informasi akuntansi penyusunan 

laporan keuangan pada Satuan.kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Maluku Tenggara?. 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan.latar belakang diatas, dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi 

akuntansi penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian.ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan yang 

diperoleh penulis selama proses perkuliahan terutama mengenai 

Sistem Informasi Akuntasi pada Sektor Publik 
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b. Bagi SKPD Kabupaten Maluku Tenggara   

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan 

pemerintah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 

penyusuanan laporan keuangan daerah yang tepat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan, referensi, serta menjadi perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik mengadakan penelitian mengenai topik 

permasalahan yang sama 
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